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BAG! EKSPORTIR DAN IMPORTIR
{Peraturan Menteri Perdagangan R.l Nomor 36/M-DAG/PER/5/2016,
tanggal 13 Mei 2016}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
43 ayat (3), Pasal 46 ayat (3}, dan Pasal 52 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perda-
gangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perda-
gangan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Admi-
nistratif Bagi Eksportir Dan Importir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

| Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor
4916);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomar 244, Tamba-

han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2015 Nomar 58, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 5679); \

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengang-
katan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014
- 2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Namor 8};

8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Perdagangan {(Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

9. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015
tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 13/M-
DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomar 395);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-
DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1006);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Momor 08/M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAGI EKSPORTIR DAN IMPORTIR.
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan: .

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud mau-
pun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak
bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak
dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan,
dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh kon-
sumen atau pelaku usaha.

2. Perizinan adalah pemberian legalitas usaha di bi-
dang ekspor dan impor berupa izin, persetujuan,
pengakuan, penetapan, dan/atau laporan survey-
GBI

3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari
daerah pabean.

4. Eksportir adalah orang perseorangan atau lem-
baga atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum, yang

" melakukan Ekspor.

5. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke
dalam daerah pabean.

6. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hu-
kum maupun bukan badan hukum, yang melaku-
kan Impor.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perda-
gangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2
Eksportir atau Importir yang melanggar ketenr-
tuan peraturan perundang-undangan di bidang Ekspor
atau Impor dikenai sanksi administratif.

Pasal 3
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, berupa:
a. peringatan tertulis:
b. penangguhan Perizinan:
C. pembekuan Perizinan; atau
d. pencabutan Perizinan.

Pasal 4
1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan 2 (dua)
cara:

ATURAN PEMERINTAH

a. secara bertahap; dan
.b.  secara tidak bertahap.

(2) Sanksi administratif yang dikenakan secara berta-
hap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa peringatan tertulis, pémbekuan Perizinan,
dan pencabutan Perizinan. )

(3) Sanksi administratif yang dikenakan secara ti-
dak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat langsung berupa penangguhan
Perizirian, pembekuan Perizinan, dan peﬁcabutan
Perizinan.

BAB Il
DASAR DAN KEWENANGAN PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 5
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan berdasarkan:
a. laporan pengaduan;
b. hasil post audit,
c. hasil evaluasi; dan/atau
d. hasil pengawasan,

Pasal 6
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kewenangan:
a. Menteri;
b. Direktur Jenderal; atau
¢. Pejabat penerbit perizinan, sesuai ketentuan per-
aturan perundang-undangan.

BAB Il
SANKSI ADMINISTRATIF SECARA BERTAHAP
‘ Pasal 7

(1) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a dikenakan kepada Eksportir atau Importir
yang tidak melaksanakan kewajiban menyampai-
kan laporan mengenai pelaksanaan Ekspor atau
Impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi,
secara tertulis dan/atau secara elektronik dalam
jangka waktu yang ditentukan.

{2) Dalam hal Eksportir atau Importir tidak melak-
sanakan kewajiban menyampaikan laporan men-
genai pelaksanaan Ekspor atau Impor baik tereal-
isasi maupun tidak terealisasi, secara tertulis dan/
atau secara elektronik dalam jangka waktu yang
ditentukan, Eksportir atau Importir dikenai sanksi
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administratif tahap pertama berupa peringatan
tertulis.

Pengenaan peringatan tertulis sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) kali.
Dalam hal peringatan tertulis diberikan 2 (dua)
kali maka selang waktu antara peringatan per-
tama dan peringatan kedua paling lama 10 (sepu-
luh) hari.

Apabila dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari setelah dikenai peri.ngatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ekspor-
tir atau Importir tidak melaksanakan kewajiban
menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan
Ekspor atau Impor baik terealisasi maupun tidak
terealisasi, secara tertulis dan/atau secara elek-
tronik, maka Eksportir atau Importir dikenai sank-
si administratif tahap kedua berupa pembekuan
Perizinan.

Pengenaan pembekuan Perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5} paling lama 60 (enam pu-
luh) hari terhitung sejak tanggal pengenaan pem-
bekuan Perizinan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana di-
maksud pada ayat (6), Eksportir atau Impaortir
melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan
mengenai pelaksanaan Ekspor atau impor baik
terealisasi maupun tidak terealisasi, secara tertu-
lis dan/atau secara elektronik, maka pengenaan
pembekuan Perizinan dicabut.

Apabila setelah jangka waktu sebagaimana di-
maksud pada ayat (6), Eksportir atau Importir
tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan
laporan mengenai pelaksanaan Eksper atau impor
baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara
tertulis dan/atau secara elektronik, maka Ekspor-
tir atau Importir dikenai sanksi administratif tahap
ketiga berupa pencabutan Perizinan.

BAB IV
SANKSI. ADMINISTRATIF SECARA
. TIDAK BERTAHAP
Pasal 8
Pengenaan sanksi administratif secara tidak

bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
{1) huruf b dilakukan tidak melalui tahapan pengenaan

UMUMAN / PERATURAN PEMER

sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7.

{1)

(2)

{3)

(1)

Pasal 9

Pengenaan sanksi administratif secara tidak ber-

tahap sebagaimana dimaksuq dalam Pasal 4 ayat

{1) huruf b dilakukan dengan mempertimbang-

kan: '

a. jenis Barang yang diekspor atau diimpor; dan/
atau .

b. jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Ekspor-
tir atau Importir.

Jenis Barang yang diekspor atau diimpor seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa

Barang yang memiliki karakteristik tertentu yang

diatur berdasarkan peraturan perundang-undan-

gan.

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Eksportir

atau Importir sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) huruf b meliputi:

a. tidak melaksanakan kewajiban menyampai-
kan laporan ‘mengenai pelaksanaan Ekspor
atau Impor baik terealisasi maupun tidak te-
realisasi, secara tertulis dan/atau secara elek-
tronik;

b. tidak dapat merealisasikan Ekspor atau Impor
sesuai dengan batasan minimum yang diten-
tukan dalam peraturan perundang-undangan;

¢. menyampaikan data dan/atau keterangan
yang tidak benar sebagai persyaratan untuk
mendapatkan Perizinan;

d. mengubah informasi yang tercantum dalam
dokumen Perizinan;

e. melakukan Ekspor atau Impor Barang yang ti-
dak sesuai dengan dokumen Perizinan;

f. melakukan tindak pidana yang berkaitan den-
gan penyalahgunaan Perizinan; dan/atau

g. tidak bertanggung jawab atas segala akibat
yang timbul atas Barang yang diekspor atau
diimpor.

Pasal 10
Sanksi administratif berupa penangguhan Periz-
inan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) dikenakan kepada Eksportir dan Importir apa-
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{2)

(1)

(2)

(3)

(4)

bila:
a. tidak melaksanakan kewajiban menyampai-

kan laporan mengenai pelaksanaan Ekspor |

atau impor baik terealisasi maupun tidak te-
realisasi, secara tertulis dan/atau secara elek-
tronik paling banyak 2 (dua) kali; dan/atau
b. tidak dapat merealisasikan Ekspor atau Impor
sesuai dengan batasan minimum yang diten-
tukan dalam peraturan perundang-undangan.
Pengenaan Penangguhan Perizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) berlaku untuk 1 (satu)

periode penerbitan Perizinan Ekspor atau Impor
berikutnya.

Pasal 11

Sanksi Administratif berupa pembekuan Perizinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

dikenakan kepada Eksportir dan Importir apabila:

a. tidak melaksanakan kewajiban menyampai-
kan laporan mengenai ‘pelaksanaan Ekspor
atau Impor baik terealisasi maupun tidak fe—
realisasi, secara tertulis dan/atau secara elek-
tronik paling banyak 2 (dua) kali;

b. tidak bertanggung jawab atas segala akibat
yang timbul atas Barang yang diekspor atau
diimpor; dan/atau

c. terdapat dugaan melakukan tindak pidana
yang berkaitan dengan penyalahgunaan Per-
izinan.

Pengenaan pembekuan Perizinan karena tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku paling
lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
pengenaan pembekuan Perizinan.

Pengenaan pembekuan Perizinan karena terdapat

dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢, berlaku sampai dengan adanya putusan

Pengaditan yang telah mempunyai kekuatan hu-

kum tetap. bahwa Eksportir atau Importir tidak

bersalah.

Dalam hal Eksportir atau Importir:

a. melaksanakan kewajiban menyampaikan lapo-
ran mengenai pelaksanaan Ekspor atau Impor
baik terealisasi maupun tidak terealisasi, se-
cara tertulis dan/atau secara elektronik:

b. bertanggung jawab atas segala akibat yang
timbul atas Barang yang diekspor atau diim-
por; dan/atau N

c¢. terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, maka pembekuan Perizinan di-
cabut,

Pasal 12
Sanksi administratif berupa pencabutan Per-

izinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (3)

dikenakan kepada Eksportir dan Importir apabila:

a. tidak' melaksanakan kewajiban menyampaikan
laporan mengenai pelaksanaan Ekspor atau Impor
baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara
Jcertuli;: dan/atau secara elektronik paling banyak
2 (dua) kali;

b. menyampaikan data dan/atau keterangan yang
tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapat-
kan Perizinan; ’ )

¢. mengubah informasi yang fercantum dalam doku-
men Perizinan;

d. melakukan Ekspor atau Impor Barang yang tidak |
sesuai dengan dokumen Perizinan;

e. tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang
timbﬁl atas Barang yang diekspor atau diimpor;
dan/atau “

f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pen-
gadilan yang telah mémpunyai kekuatan hukum
tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan
penyalahgunaan Perizinan.

BAB V.
PUBLIKAS| PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13
(1) Setiap pengenaan sanksi administratif berupa |
pembekuan Perizinan dan pencabutan Perizinan
disampaikan kepada pengelola INATRADE Ke-
menterian Perdagangan.
(2} Pengelola INATRADE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melakukan:
a. pemblokiran perizinan; dan
b.. pengumuman kepada publik melalui portal
INATRADE Kementerian Perdagangan untuk
diteruskan ke portal INSW.
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(3) Data pembekuan Perizinan dan pencabutan Periz-
inan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling
sedikit memuat keterangan:

a. Nama Eksportir atau Importir; dan
b, Nomor, tanggal, dan jenis Perizinan yang
dibekukan atau dicabut,

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14
Ketentuan mengenai pengenaan sanksi ad-
ministratif bagi Eksportir dan Importir terkait dengan
pelanggaran atas ketentuan Ekspor dan Impor mas-
ing-masing Barang diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 90 (sembi-
lan puluh) hari sejak tanggal diundangkan. -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2016
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018 NOMOR 798

{ BN }

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015TENTANG
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN
SEGAR ASAL TUMBUHAN

{(Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 13/Permentan/KR.040/4/2016, tanggal 11 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian No-
mor 04/Permentan/PP.340/2/2015, telah ditetap-
kan Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap
Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal
Tumbuhan;

. b. bahwa agar tidak terjadi hambatan dalam perda-

gangan, perlu melakukan perubahan terhadap

beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015
tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terha-
dap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar
Asal Tumbuhan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan.sebégaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pe-
rubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomar
04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Penga-
wasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan
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